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ABSTRAK 

Kasus penundaan kewajiban pembayaran utang PT Waskita Beton Precast 

Tbk (“WSBP”) memiliki suatu permasalahan yang menarik karena perjanjian 

perdamaian antara WSBP dengan para kreditornya memuat ketentuan Obligasi 

Wajib Konversi (“OWK”) sebagai mekanisme restrukturisasi utang kepada kreditor 

bank. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

perbankan yang melarang bank untuk memegang OWK yang diterbitkan perseroan 

yang tidak bergerak di bidang keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Homologasi 

No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 17 Juni 2022 

(“Putusan WSBP”) dalam mengesahkan perjanjian perdamaian WSBP yang 

bermasalah tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yakni penelitian 

terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder serta 

tersier. Metode ini dikolaborasikan dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

meskipun belum terdapat pengaturan secara spesifik mengenai OWK, pelaksanaan 

OWK dalam rangka restrukturisasi telah diakomodasi oleh peraturan perundang-

undangan saat ini. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan majelis hakim 

dalam Putusan WSBP tidak sesuai dalam menerapkan hukum. Perjanjian 

perdamaian yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan haruslah ditolak karena menyebabkan pelaksanaan 

perdamaian tidak terjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 

 

Kata Kunci: Obligasi Wajib Konversi, Restrukturisasi Utang, Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang  

 

  


